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ABSTRAK

Hukum Acera Pidana Indonesia menganul beberapa asas penting sebagai pedoman dalam penegakar
hukum. Salah satu asas penting dari Hukum Acara Pidana Indonesia terschut adalah asas peradilan sederhana
cepat dan higys ringan. Asas ini semestinya berlakuo dalam setiap proses pemeriksaan perkara, termasuk dalam ha
prapenuntutan. Prapenuntutan ini merupakan pemberian petunjuk oleh penuntut umum apabila ada kekurangar
penvidikan dalum rangka penvempurnzan penyidikan dari penyidik, Pada praktek prapenuntutan inilah dapa
terjadi bolek-balik berkas perkara antzra penuntut umum dan penyidik, yeng dupat mengakibatkan pemeriksaar
suatu perkers memakan wakm yang lama dan biava vang tidak sedikin. Berdasurkan studi kasus di Kejeksasc
Mepgeri Padung, bolak-balik berkas perkara dalam tabap prapenuntutan seringhali tecjadi. Ranvak berkns perkar:
vang dikembalikan alel penuntut umum kepada penyidik dari kepolisian Kota Besar {Poltabes) Padang dengar
berbagai alasun. Terjadinya bolak-balik berkas perkara hingpa herkali-kali dalam prakeek prapenuniutan in
seperti bertentangan dengan kepentingan tersangha serta berlawanan dengan asas peradilan sederhana, cepat dar
biaya ringan. Berdasarkan latar belukang tersebut, penulis merasy tertarik untuk membehas mengenai penerapar
asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam praktek prapenuntutan. Adapun permasalahar
vang dikemukakan adalah bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktek
prapenuntutan, apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penuntut umum
dun penyidik, serta upava apa yang dilakukan untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringar
dulam praktek prapenuntutan. Dalam penelitian penulis menpgunakan pendekatan yurfclls sosiologis dengan aly
pengumpul data memakai cara wawaneara atan incerview dun studi dokumen dengan pengolaban dan analisis dut:
vang bersifat kualitatif dengan menguraikan data kalimat secara deséripef. Hasil penelitian memperlihatkas
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sepenuhnya dapat terlaksana dalam praktek prapenuntutan di Kejaksazn Neper Padang. Untuk it penyidik das
penuntut umum vang terkait dalam praktek prapenuntutan ini harus melekukan koordinasi dan konsultasi sebaga
bentuk upaya agar penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biava ringan dapat terlaksana sebagaiman
mastinya.
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BARI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sistem peradilan pedana merupakan suat jaringan (refwark) peradifan
vang menggunakan liukum pidana materiel, bukom pidana formil maupun hukum
pelak sanaan ph.i:uul.' Pada prinsipnya sistem peradilan pidana berujuan untuk
mencegah masvarakal menjadi korban kejohatan, menyelesaikan kasus kejahatan
yang terjadi sehingea masyarakat puas baliwa keadilan telah ditegakkan dan yang

bersalah telah dipidana, sert mengusahakan agar mereka vang pernab mefakukan

kejahatan tidak mengulangi lagi kﬁ;iﬂhﬂllll‘m}':t-:

Keberhasilan sistem peradilan pidana sebapal sarana peneoakan hukum di
Indonesin  sanpal terpantung pada kinena dan masing-masing  subsisiem.
Subsistem dalam sistem peradilan pidana ini adalah fembaga-lembaga penegak
hukum. Ketertiban, keamanan Jdan ketentraman dalam masyvarakal schagai salah
saiu keberhastlan sistem peradilan pidana dapat terwujud spabila lembaps-
lembaga dalam sistem peradilan pidona tersebut melaksanakan tanggung jawab
dan fungsinva masing-masing sesual depgan peraturan perundang-undanizan yang
berlaki, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{KUHAP), Tanppungjawab dan funpsi yang dilaksanakon oleh maosing-masing

lembaga  tersebut  harustah  didekung dengan adanya  sinkronisast  atau

"Romii Atmasasmin, Siten Peradifan Pldone forvminal justioe svsiean Poerspoksl
Elvistensiafivme dan Ahalivioniome, Bine Cipa, Jakera, 20060 hal L6
* hid. hul 15



keserampakan dan keselarasan. Keselarasan vang dimaksud disini  adalah
keselarasan  antars  fembaga-lembasa  penegak hukum,  keselarasan  dalam
kaitannva dengan hukum positif dan kesclarasan dalam menghayvat pandangan-
pandangan sikap dan falsafah vang secara menyeluruh mendasari jalannya sislem

peradilan pidana.’

Keselarasan dalam kaitannya dengan hukum positif dapat terlibat dan
substansi peroturan perundang-undangan vang berfaku. dalam hal ini adalah
KLHAP dan perasturan perondang-undangan lainnya, Keselarssan ini memiliki
arti penting dalam pelaksanann hukum acara pidana agar tujuan bukum acara
pidna it dapal weewajud. Adapun tujuan dani hukum acara pidana tersebut antars
lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksana KUHAP sebagai berikut :

“Tujuan dari hokum scara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan

atan setidak-tidaknys mendekati Kebenaran matenil, alah kebenarn yang

selenpkap-lengkaponya  dari susty perkars pidana dengan mencrapkan
ketentuan hukum acara pidana secara juiur dan tepat dengan tujuan untuk
mencari siapakah  pefaku yape depat didakwakan  melakukan  suatu
pelangparan hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan
dari pengadilan gung menemukan apakab terbukii bahwa suatu lindak

pidana telah dilakukan dan spakah orang yang didakwa itu dapal
dipersalahkan.”™

Tujuan bukum acara pidana sebagaimana dimakswld di aas banyalah
merupakan tojuan antar. Tujuan akhir sebenarnyva dar pelaksansan Tukam acara
pidana adalah untuk mencapal suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian.

keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat”

* Tk, bal 17
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urnian vang telab disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan

bahwa -

28

d

Pada dasarnya asas peradilan sederhana, copat dan biaya ringan  telah
diupayakan dalam prakiek prapenuntuian, namun belum sepenubnya dapal
lerlaksana pada prakicknya. sl ini dikarenakan banvaknya kondisi dan
kenvalasn dilapangan vang membuoat asas ind tdak dapat sepenchiys
diterapkan. Kondisi ini juga menyebabkan pengembalian berkas perkara
vang tidak lengkap oleh penuntut umum kepada peyvidik tidak dapat
dihindari, meskipun pengembalian berkas perkara tersebut ditkuti dengan
pemberian  petunjuk-petunjuk oleh penuntut wmum  kepada penvidik,
namun  banvaknya berkas perkara yang  dikembaiikan  karena  tdak
lengkap, adakalanya ditkull dengan bolak-balik berkas perkam anlar
penuntut umum dan penyidik,
Holak-balik berkas perkara antara penutut wnum dan penyvidik dapat
dipicu olch berbagai faktor. antars lain
A, Kasus-kasus vang sulif pembuktiannya;
b, Petunjuk vang diberikan oleh penuntut umum kurang jelas atau tdak
dapat dimengerti oleh penvidik, ditambah jagi dengan kurangnya

koordinasi iantara penyidik dan penuntut umuom;
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